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Abstract

This article will discuss the Indonesian government policy after the exit of the RSPO. RSPO
is a non-profit association that unites stakeholders from seven sectors of the palm oil industry
- oil palm producers, palm oil processors or traders, consumer goods manufacturers,
retailers, banks and investors, NGOs, environmental preservation or conservation, and social
NGOs. RSPO with stakeholders aims to develop and implement global standards for
sustainable palm oil. But in contrast to the RSPO implementation original destination, RSPO
more aligned to consumers than producers of palm oil. Indonesia is the largest palm oil
producer in the world, and Indonesia was RSPO can no longer mengakomidir interests of its
members. Indonesia itself is officially out of the RSPO was recorded on September 29, 2011,
and the government made a policy to establish ISPO in order to realize sustainable palm.
ISPO is also expected to bring a positive impact on oil palm plantations Indonesia and
Indonesia's CPO production is expected to increase.
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mendatang, industri ini juga menghadapi

Pendahuluan

Penelitian ini akan membahas
mengenai kebijakan pemerintah Indonesia
pasca memilih keluar dari Roundtable and
Sustainable Palm Oil (RSPO). Indonesia
merupakan produsen crude palm oil (CPO)
terbesar di  dunia dengan produksi
mencapai 19,8 ton pada tahun 2010. Pada
tahun 2009, kontribusi devisa dari CPO
dan produk kelapa sawit lainnya adalah
USD 12.3 milyar. Sejak tahun 2006,
Indonesia juga telah menggeser Malaysia
sebagai produsen CPO terbesar di dunia.*

Industri CPO Indonesia memiliki
prospek yang sangat baik di tahun-tahun

! Miranti, 2010

tantangan yang tidak mudah dilalui®
Terlebih lagi ketika Indonesia tergabung
kedalam sebuah Lembaga swadaya asing
seperti RSPO (Roundtable and Sustainable
Palm Oil)®>. RSPO merupakan asosiasi
nirlaba yang menyatukan para pemangku
kepentingan dari tujuh sektor industri
minyak sawit.

Roundtable and Sustainable Palm
Oil (RSPO) mempromosikan praktik
produksi minyak sawit bekelanjutan yang

membantu mengurangi deforestasi,
melestarikan keanekaragaman hayati, dan
menghargai kehidupan masyarakat
% lbid 5

® Arisman. 2002. Analisis Kebijakan: Daya Saing CPO
Indonesia. Jurnal Universitas Paramadina 2.

Jom FISIP Volume 2 No. 2 - Oktober 2015

Page 1



pedesaan di negara penghasil minyak
sawit. RSPO menjamin bahwa tidak ada
hutan primer baru atau kawasan bernilai
konservasi tinggi lainnya yang
dikorbankan untuk perkebunan kelapa
sawit, bahwa perkebunan menerapkan
praktik terbaik yang berterima, dan bahwa
hak-hak dasar dan kondisi hidup jutaan
pekerja perkebunan, petani kecil, dan
masyarakat asli dihargai sepenuhnya.

Tetapi pada kenyataannya, segala
tujuan RSPO yang tertuang dalam visi dan
misi dibentuknya RSPO dirasa sebagian
anggotanya tidak tersalurkan kepada
mereka yang mempunyai usaha dibidang
kelapa sawit. Maka, atas dasar inilah
Indonesia sebagai salah satu produsen
CPO terbesar dunia mengeluarkan sebuah
kebijakan dengan tujuan untuk melindungi
para petani, pengolah, dan perusahaan
sawit serta guna melindungi produksi
dalam negeri untuk memutuskan keluar
dari anggota RSPO.

Pembahasan

Kebijakan luar negeri pada
dasarnya merupakan keseluruhan sikap
dan aktivitas sebuah Negara untuk
menanggulangi masalah sekaligus
memetik keuntungan dari lingkungan
internasionalnya. Dengan demikian, politik
luar negeri sesungguhnya merupakan hasil
dari interaksi lingkungan domestic dan
lingkungan eksternalnya. Namun
demikian, politik luar negeri suatu Negara
pasti ditujukan untuk mencapai
kepentingan nasionalnya. Karena itu, ada
dua unsur fundamental dari politik luar
negeri, yaitu tujuan nasional dan alat untuk
mencapainya.*

Sebagai suatu Negara berkembang
yang kaya akan berbagai potensi budaya
serta dengan keanekaragaman hayati yang

* Rani, faisyal & Tegar Islami. Jurnal Transnasional
Universitas Riau: Kebijakan Pemerintah Indonesial
Dalam melindungi sumber daya genetic pada
pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. 2014. Vol. 6.
No.1 . Juli. Hal 1611.

melimpah (megadiversity country),
Indonesia memandang penting terhadap
partisipasi  Indonesia  dalam  proses
negoisasi diberbagai forum Internasional
terkait masalah perlindungan sumber daya
alam. Dengan adanya partisipasi Indonesia
sebagai bagian dari  Negara-negara
berkembang dalam mengatasi masalah
perlindungan sumber daya alam akan
memberikan kesempatan bagi perwujudan
kepentingan nasional Indonesia dalam
percaturan politik Internasional. Peluang
ini harus dimanfaatkan Indonesia untuk
memperjuangkan kepentingan nasional
agar tidak merasa dirugikan dikemudian
hari dan sesuai dengan apa Yyang
diperlukan masyarakat Indonesia.’

Kelapa sawit sebagai salah satu
sumber daya alam Indonesia mengalami
pertumbuhan paling pesat pada dua dekade
terakhir. Pada era tahun 1980-an sampai
dengan pertengahan tahun 1990-an,
industri kelapa sawit berkembang sangat
pesat. Pada periode tersebut, areal
meningkat dengan laju sekitar 11%
pertahun. Sejalan dengan perluasan areal,
produksi juga meningkat dengan laju 9.4%
per tahun. Konsumsi domestik dan ekspor
juga meningkat pesat dengan laju masing-
masing 10% dan 13% per tahun®.

Peranan Industri Minyak Sawit dalam
Perekonomian Indonesia

Perkebunan kelapa sawit sebagai
bagian dari pertanian tanaman telah lama
dikenal memiliki multifungsi
(multifunctionality of agriculture) yakni
secara ekonomi, social, dan ekologis.
Berkembangnya perkebunan kelapa sawit
berarti juga menambah manfaat ekonomi
social dan ekologis bagi masyarakat.

Pertumbuhan ekonomi merupakan
hal yang esensial dalam pembangunan.
Pertumbuhan ekonomi baik sektoral,

5 .

Ibid
® Barlow, C. Zahara z. and R. Gondowarsito, 2003:
Indonesian Palm Qil Industry: Oil Palm Industry
Economic Journal Vol: 3(1): P 8-15.
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daerah, industri, maupun pada tingkat
perusahaan berarti pertumbuhan produksi
barang/jasa, pertumbuhan pendapatan,
pertumbuhan  kesempatan kerja dan
pertumbuhan penggunaan input.
Pertumbuhan ekonomi merupakan syarat
mutlak bagi peningkatan pendapatan,
pengurangan pengangguran dan
pengentasan kemiskinan.’

Sektor penyedia input utama dari
perkebunan kelapa sawit adalah surplus
usaha tahun sebelumnya dan modal sendiri
(reinvestasi), pupuk, Kkimia, pestisida,
tenaga kerja, sektor keuangan dan sektor
lain.

Komoditas pertanian masih
penyumbang terbesar dalam ekspor non
migas Indonesia. Pangsa ekspor pertanian
dalam total ekspor non migas masih cukup
besar yakni 48 persen tahun 2005 dan 36
persen tahun 2013. Bahkan dari ekspor
sektor manufaktur non migas, sebagian
besar masih bebasis sumberdaya alam
(SDA). Sekitar 20 persen (tahun 2005) dan
19 persen (tahun 2013) dari total ekspor
non migas berapa ekspor produk
manukfatur sumber daya alam. Sementara
produk manukfatur berbasis non sumber
daya alam pangsanya kecil dan menurun.®

Peranan  ekspor CPO  dan
turunannya Dalam ekspor netto non migas
makin penting dan bahkan menjadi katup
pengaman.

Rondtable and Sustainable Palm OQil
(RSPO) dan Alasan Indonesia Keluar

Roundtable on Sustainable Palm
Oil didirikan pada tahun 2004 sebagai
respon untuk menanggapi  masalah-
masalah sosial dan lingkungan di negara-

" ADB, 2004: Agriculture and Rural Development
Strategy Study. Asian Development Bank and Ministry
Agriculture of Indonesia.

8ADB, 2006: Indonesia Strategic Vision of Agriculture
and Rural Development.

® Barlow, C. Zahara z. and R. Gondowarsito, 2003:
Indonesian Palm Oil Industry: Qil Palm Industry
Economic Journal Vol: 3(1): P 8-15.

negara produsen. Inisiatif yang bersifat
sukarela ini diprakarsai oleh pihak industri
dan masyarakat sipil dan bertujuan untuk
mempromosikan produksi dan penggunaan
minyak sawit berkelanjutan.  Untuk
menjamin hal tersebut, telah disusun
serangkaian kriteria yang mempunyai
jangkauan luas. Semua perusahaan-

perusahaan  anggota ~ RSPO  harus
menerapkan Kriteria-kriteria tersebut yang
kepatuhannya dipantau secara
independen™®.

Di satu sisi, RSPO bisa dilihat
sebagai suatu pendekatan yang melakukan
banyak perbaikan, tetapi di sisi lain — jika
mengingat banyaknya masalah yang
dihadapi RSPO dalam menegakkan
standarnya- maka mungkin akan lebih
baik, jika RSPO juga mencari alternatif
lain dalam upaya melawan pelanggaran
hak asasi manusia dan pelanggaran hukum
lingkungan hidup.

Struktur Roundtable on Sustainable
Palm Qil (RSPO)

Pada bulan Januari 2014, RSPO
memiliki 1.439 anggota, diantaranya 911
sebagai anggota biasa, 427 disebut sebagai
anggota rantai pasokan dan 101 sebagai
anggota  afilias.  Selain  perusahaan-
perusahaan besar yang bergerak di bidang
industri  makanan  seperti  Unilever,
Ferrero, P & G dan Nestle, terdapat juga
anggota-anggota dari LSM seperti WWEF,
Solidaridad dan Oxfam. Namun jumlah
mereka hanya sebagian kecil dari jumlah
total keanggotaan Para anggota RSPO
berasal dari berbagai negara di seluruh
dunia. Dari Jerman bergabung 190 anggota
yang merupakan jumlah tertinggi untuk
satu negara. Perusahaan Jerman
menempati  posisi  pertama  dalam
pemerolehan lisensi untuk menggunakan

10 RSPO(2012f): Detailed process and action steps for
RSPO New Plantings Procedure.
http://lwww.rspo.org/files/resource_centre/keydoc/9%20e
n_Detailed%20Process%20and%20Action%20Steps%20
for%20RSP0O%20New%20Plantings%20Procedure.pdf
(accessed 9 May 2014), terjemahan sendiri
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segel RSPO, saat ini terdapat 20
perusahaan Jerman yang telah
mendapatkan lisensi tersebut dan dengan
demikian mereka diperbolehkan
mempergunakan segel tersebut, jika mau'’.

Anggota RSPO  berkewajiban
untuk mematuhi prinsip-prinsip RSPO
yang pematuhannya diverifikasi melalui
kontrol. Namun demikian, pada awal
keanggotaannya dalam RSPO, sebuah
perusahaan tidak harus langsung hanya
memproduksi minyak kelapa sawit yang
bersertifikat, tetapi hal ini dapat dilakukan
secara bertahap hingga produksinya dapat
beralih menjadi 100 persen sesuai dengan
jadwal yang ditetapkan. Selama masa
transisi, mereka boleh menjual minyak
kelapa sawit bersertifikat, selama minyak
tersebut diproduksi dari perkebunan yang
telah bersertifikat. Pada bulan Juli 2013,
terdapat 44 dari 126 produsen minyak
sawit yang semuanya anggota RSPO yang
sudah memiliki sertifikat RSPO.

Dalam RSPO terdapat tiga jenis
keanggotaan. Pertama, anggota biasa.
Mereka dapat dimasukkan ke dalam salah
satu dari tujuh pemangku kepentingan
sektor minyak sawit, walaupun mereka
aktif dalam beberapa bidang lainnya.
Kedua, anggota afiliasi yang bukan
merupakan bagian dari tujuh sektor di atas.
Mereka berfungsi sebagai sponsor atau
merupakan  lembaga-lembaga  dalam
bidang pengembangan dan penelitian.
Tugas mereka adalah memantau aktivitas
dan tujuan RSPO. Dengan demikian
mereka dapat mengikuti perkembangan
dalam rapat umum anggota, tanpa
memiliki hak suara . Ketiga, terdapat
kemungkinan untuk menjadi anggota
rantai pasokan RSPO. Mereka adalah
perusahaan- perusahaan yang
memproduksi minyak kelapa sawit atau
turunannya dalam jumlah kurang dari 500
ton per tahun. Semua anggota adalah
bagian dari Majelis Umum, yang diwakili

1 World Growth. 2009. Palm Oil - The Sustainable Oil.
A Report by World Growth. September 2009.

oleh Dewan Eksekutif masing-masing.
Dewan Eksekutif ini terdiri dari 16 orang
yang berasal dari tujuh sektor. Setiap
sektor mengirimkan dua orang wakilnya,
terkecuali sektor produsen minyak sawit
yang diwakili oleh empat orang.

Sertifikasi: Prinsip dan Kriteria

Aturan yang harus diikuti oleh
anggota RSPO terangkum dalam panduan
prinsip-prinsip dan kriteria RSPO, yang
disusun pada tahun 2007 dan kemudian
direvisi pada tahun 2013. Aturan-aturan ini
harus disesuaikan dengan hukum nasional
dan kondisi lokal seperti upah minimum
setempat. Oleh karena itu, rinciannya
dapat bervariasi dari satu negara ke negara
lain. Untuk menjadi anggota RSPO,
produsen, pengolah dan pedagang minyak
sawit harus memenuhi delapan prinsip
berikut'?:

a. Kewajiban terhadap transparansi

b. Kepatuhan terhadap hukum dan
peraturan yang berlaku

c. Komitmen terhadap viabilitas
keuangan dan ekonomis jangka
panjang

d. Penerapan praktik-praktik terbaik
dan tepat oleh  pengusaha
perkebunan dan pabrik minyak
sawit

e. Tanggung jawab lingkungan dan
konservasi sumber daya dan
keanekaragaman hayati

f. Pertimbangan bertanggung jawab
atas  pekerja, individu dan
komunitas yang terpengaruh oleh
kegiatan pengusaha perkebunan
dan pabrik minyak sawit

g. Pengembangan penanaman baru
secara bertanggung jawab

h. Komitmen untuk perbaikan terus-
menerus dalam area-area kegiatan
utama.

2 RsPO (2013e): Principles and Criteria for the
Production of Sustainable Palm Oil.
http://www.rspo.org/file/PnC_RSPO_Revl.pdf
(accessed 19 December 2014)
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Alasan Pemerintah Indonesia Keluar
dari Keanggotaan RSPO

Meskipun peraturan dan
persyaratan yang dibuat RSPO dalam
beberapa bidang sudah sangat luas
jangkauannya, namun dalam
pelaksanaannya  masih  menunjukkan
banyak kelemahan. Berbagai sistem rantai
suplai yang ada, terutama sistem Book &
Claim, tidak memberikan dukungan yang
positif dalam upaya peralihan ke system
lain yang lebih ketat seperti Segregation.
Selain itu, kriteria-kriteria dan indikator
RSPO yang diuji pada perkebunan dan
penggiling bersertifikat, dalam beberapa
bagiannya harus lebih diperketat lagi, guna
memenuhi tujuan dan tuntutan RSPO.
Pemeriksaan sertifikasi yang dilakukan
oleh  organisasi-organisasi  independen
sangat tidak seragam dan menunjukkan
titik-titik lemah. Sejumlah laporan dan
studi dari berbagai organisasi non-
pemerintah baik lokal maupun
internasional membuktikan contoh-contoh
pelanggaran yang serius terhadap kriteria-
kriteria RSPO vyang dilakukan oleh
perusahaan yang telah berkomitmen untuk
mematuhi kriteria-kriteria tersebut. Selain
itu juga terdapat banyak masalah dalam
pelaksanaan prosedur pengaduan.

Sebagai sebuah rezim internasional
RSPO dianggap memiliki banyak nilai
merah, nilai merah tersebut diantaranya
adalah®®:

a. Ketimpangan kekuatan di RSPO
tidak menjadi pertimbangan. Meja
RSPO dibayangkan flat, sehingga
diasumsikan diskusi berlangsung
fair yang dilakukan oleh semua
stakeholder minyak sawit. Pada
kenyataannya tidaklah demikian,
the “world” is not flat.

b. LSM lingkungan dan social yang
terlibat di RSPO terlalu
“environmentalist minded”

B “Legitimasi RSPO diwji: belajar dari 3 kasus”, dalam
bakumsu.or.id/news/index.php (accessed 16 december
2014)

(masalah lingkungan hanya
persoalan kaum aktivis lingkungan
hidup, tidak dipandang sebagai
masalah yang justru sangat erat
dengan persoalan ketidakadilan
social, akibatnya kampanye orang
utan, gajah, harimau dan hewan
lainnya lebih mengemuka daripada
kampanye terhadap kemiskinan
dan kelaparan yang dialami
masyarakat local dan buruh
perkebunan sawit itu sendiri).

c. Tujuh kali RTM (Roundtable
Meetings) masih seputar penguatan

lembaga, penerimaan dan
pengesahan anggota baru,
penetapan prinsip, kriteria dan
indicator, serta sertifikasi.
Sementara percepatan

penghancuran hutan terus terjadi
dilapangan. Belum ada contoh
yang bisa ditunjukkan selain hanya
bermain  kepada  kesepakatan-
kesepakatan tanpa implementasi.

d. Isu baru yang melibatkan petani
kecil di RSPO merupakan topik
krusial. Belum ada definisi dan
ukuran yang jelas tentang petani
kecil perkebunan sawit. Sementara,
perlibatan mereka dalam diskusi,
lobi-lobi dan negoisasi yang
memerlukan  expertise  adalah
seperti  mimpi, baik dari segi
kapasitas sumber daya dan
pembiayaannya.

Kebijakan Pemerintah Indonesia Pasca
Keluar dari RSPO

Pasca memutuskan untuk keluar
dari RSPO banyak bermunculan isu
negative mengenai kelapa sawit Indonesia
yang disebut sebagai kelapa sawit tidak
ramah lingkungan dan berhembus isu
bahwa Indonesia merupakan salah satu
yang paling terbanyak menyumbang
kerusakan lingkungan akibat produksi
perkebunan sawit Indonesia.
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Isu negatif yang kerap
dihembuskan oleh Negara-negara maju
pada pengembangan  kelapa  sawit
Indonesia juga masih belum jelas, apakah
memang benar-benar untuk melindungi
dunia dari ancaman perubahan iklim atau
sekedar untuk mempertahankan
kepentingan negara-negara maju tersebut.
Tetapi yang sering menjadi pertanyaan
besar dari para pemangku kepentingan
industry kelapa sawit nasional adalah
adanya  komitmen dari  pemimpin
Indonesia yang berjanji akan mengurangi
laju pemanasan global dengan cara
mengurangi kadar emisi karbon hingga 26
persen, padahal tidakada negara lain yang
mau berjanji mengurangi emisi karbon
setinggi Indonesia™.

Penerapan konsensus moratorium
ini  juga sangat berpotensi  untuk
menimbulkan efek domino diantaranya
mematikan  perkembangan  kemitraan
perusahaan perkebunan kelapa sawit
dengan para petani dalam pengembangan
program inti plasma. Bila sampai hal itu
terjadi  maka otomatis kesempatan
masyarakat untuk memperluas penanaman
pohon kelapa sawit mungkin tertutup.
Oleh karena itu, jalan tengah yang diambil
adalah pemerintah seyogyanya semakin
intensif  mengkampanyekan Indonesia
Sustainable Palm Oil (ISPO), sebagai
sebuah aturan yang perlu ditegakkan, yang
dapat menepis tekanan kampanye negatif.
Pemerintah juga harus menyediakan
program penyuluhan dan pendampingan
implementasi ISPO untuk para petani
kelapa sawit, terutama para petani mandiri.
Selain itu, pemerintah juga harus mulai
melancarkan strategi kebijakan
pengembangan industri nasional berbasis
kelapa sawit. Caranya dengan
mempercepat  peningkatan  kapasitas
sumber daya manusia, terutama para
petani plasma dan petani mandiri, serta

14 «Kampanye negative kelapa sawit Indonesia” dalam
Jurnal Warta Ekspor:DJPEN/MJL/002/06/2011 Edisi
Juni

mengembangkan kewirausahaan berbasis
rantaipasok dan rantai nilai kelapa sawit.

Para  pemangku  kepentingan
industri kelapa sawit nasional juga harus
mampu mendorong pertumbuhan
produktivitas ekonomi non budidaya di
pedesaan, tetapi tetap terkait dengan
industri kelapa sawit. Hal ini penting untuk
memperbaiki pengelolaan sumber daya
alam dengan melaksanakan panduan ISPO.
Selain itu juga perlu dibangun kapasitas
keahlian manajerial teknis dan jasa di
semua level dan  memperhatikan
kepentingan para petani plasma kelapa
sawit. Cara budidaya kelapa sawit ramah
lingkungan yang dilakukan oleh para
petani seyogyanya ditingkatkan, apalagi
perkebunan kelapa sawit Indonesia tidak
hanya didominasi satu golongan saja yakni
pihak swasta saja, karena para petani sawit
mandiri pun mempunyai porsi besar dalam
pengembangan industry sawit nasional ™.

Bila semua isu positif dalam
budidaya dan pengelolaan sistem budidaya
perkebunan kelapa sawit dapat
diinformasikan ke seluruh pelosok dunia,
maka gelombang isu negatif akan dapat
ditepis, dan semua pihak dapat merasakan
manfaatnya dari hasil perkebunan kelapa
sawit nasional. Komoditas kelapa sawit
telah terbukti memberikan kontribusi yang
sangat besar bagi perekonomian Indonesia,
serta menjadi sektor yang mampu
meningkatkan taraf hidup masyarakat,
sehingga koordinasi kinerja, termasuk
kampanye positif harus dilakukan secara
sinergis, terkoordinasi dengan baik dan
dilakukan secara berkelanjutan®®.

Kementerian Pertanian melakukan
kampanye greenvproduct (produk ramah
lingkungan) kelapa sawit ke Eropa yaitu
Spanyol dan Perancis untuk
mengantisipasi  isu  negatif  tentang
komoditas sawit terkait dengan masalah
lingkungan. Kementerian Pertanian

> ibid
1 ibid
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sekaligus mensosialisasikan Misi kegiatan
“palm oil campaign” tersebut dalam
rangka  menginformasikan  kebijakan
Kementan dalam mengembangkan industri
kelapa sawit nasional dengan
memperhatikan  prinsip  keberlanjutan
(sustainability).*’

Penerapan Indonesian Sustainable Palm
Qil (ISPO)

Mengingat bahwa kelapa sawit
merupakan salah satu andalan komoditi
pertanian di Indonesia yang memiliki
peran strategis dalam perekonomian
nasional, maka Pemerintah Indonesia
menciptakan sendiri regulasi nasional
pengembangan kelapa sawit berkelanjutan
yaitu Peraturan Menteri Pertanian No.
19/Permentan/OT/140/3/2011 tentang
Pedoman Perkebunan Kelapa Sawit
Berkelanjutan  Indonesia  (Indonesian
Sustainable Palm Oil — ISPO) dengan
menerapkan prinsip-prinsip pembangunan
perkebunan berkelanjutan (sustainable)
yang disesuaikan dengan  berbagai
peraturan  perundang-undangan  yang
berlaku.

Dengan adanya pengaturan ISPO,
diharapkan agar seluruh pelaku usaha
perkebunan kelapa sawit di Indonesia
mampu meningkatkan kepedulian atas
pentingnya memproduksi kelapa sawit
berkelanjutan yang dapat berpengaruh
terhadap peningkatan daya saing minyak
kelapa sawit Indonesia di pasar dunia.
Sebelum Pemerintah Indonesia
mengeluarkan ketentuan mengenai ISPO,
pasar Internasional telah lebih dahulu
menilik mengenai ketentuan memproduksi
kelapa sawit berkelanéutan yang diramu
dalam bentuk RSPO.* Perbedaan RSPO
dan ISPO ini terletak pada sifat
pengaturannya, untuk ISPO bersifat

e Disampaikan Menteri Pertanian Suswono, dalam
jumpa pers di Jakarta pada Sabtu (30/4/2011)

18 Lembaga Riset Perkebunan Indonesia, “Menimbang
Relevansi Sertifikasi RSPO”, Jurnal Warta Penelitian
dan Pengembangan Pertanian, VVolume 31, Nomor 6,
2009, hal. 10.

mandatory (kewajiban) sedangkan RSPO
bersifat voluntary (sukarela).

Sifat mandatory ISPO diamanatkan
oleh Peraturan Menteri Pertanian No.
19/Permentan/OT.140/3/2011 tentang
Pedoman Perkebunan Kelapa Sawit
Berkelanjutan  Indonesia  (Indonesian
Sustainable Palm Oil — ISPO). Hal ini
dapat dilihat pada Pasal 3, yang
menyatakan ~ bahwa “Perusahaan
Perkebunan Kelapa Sawit dalam waktu
paling lambat sampai dengan tanggal 31
Desember 2014 harus sudah melaksanakan
usaha sesuai dengan ketentuan Peraturan

ni”. Sanksi apabila Perusahaan
Perkebunan Kelapa Sawit tidak melakukan
implementasi ISPO  adalah  akan

dikenakannya sanksi penurunan kelas
kebun menjadi Kelas IV'°. Apabila
perusahaan perkebunan Kkelapa sawit
mengalami  penurunan  kelas  kebun
menjadi Kelas IV, maka akan diberikan
peringatan sebanyak 3 (tiga) kali dengan
selang waktu 4 (empat) bulan sebelum Izin
Usaha Perkebunan (IUP) dicabut.”
Peringatan itu adalah untuk memperbaiki
seluruh aspek yang disebutkan di atas.
Selain itu juga, perusahaan perkebunan
kelapa sawit tersebut tidak dapat
mengekspor CPO-nya ke luar negeri.?

Dalam  pelaksanaannya  ISPO
berlandaskan pada Pasal 3 ayat (4) UUD
1945 Amandemen ke-4, yang menyatakan
bahwa :  “Perekonomian  nasional
diselenggarakan atas demokrasi ekonomi,

 pasal 4 Peraturan Menteri Pertanian No.

19/Permentan/OT/140/3/2011 tentang Pedoman
Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia
(Indonesian Sustainable Palm Oil — ISPO), menyatakan
bahwa : “Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit Kelas I,
Kelas Il, atau Kelas Il sampai dengan batas waktu
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 belum mengajukan
permohonan untuk mendapatkan sertifikasi ISPO,
dikenakan saksi penurunan kelas kebun menjadi Kelas
IvV”.

20 | ampiran | Bagian Il angka 2.1. Paragraf 2 dan 3.
Peraturan Menteri Pertanian No.
19/Permentan/OT/140/3/2011 tentang Pedoman
Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia
(Indonesian Sustainable Palm Qil — ISPO)

%! Harian Riau Pos, “Perusahaan Sawit Wajib Miliki
Sertifikat ISPO”, diterbitkan Senin, 03 Desember 2012
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dengan prinsip kebersamaan, efisiensi,
berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan
lingkungan, kemandirian serta dengan
menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi
nasional”. Prinsip berkelanjutan dan
berwawasan  lingkungan  maksudnya
adalah upaya sadar dan terencana yang
memadukan aspek lingkungan hidup,
sosial, dan ekonomi ke dalam strategi
pembangunan untuk menjamin keutuhan
lingkungan hidup serta keselamatan,
kemampuan, Kkesejahteraan, dan mutu
hidup generasi masa kini dan generasi
masa depan.?

Dengan adanya ketetapan ISPO,
bertujuan untuk meningkatkan kepedulian
akan pentingnya memproduksi kelapa
sawit berkelanjutan serta meningkatkan
daya saing minyak kelapa sawit Indonesia
di pasar dunia. Karena ISPO didasarkan
kepada peraturan perundangan yang
berlaku di Indonesia, maka ketentuan ini
merupakan mandatory (kewajiban) yang
harus dilaksanakan bagi pelaku usaha
perkebunan di Indonesia. Perusahaan
perkebunan sawit yang dapat mengajukan
permohonan  sertifikasi ISPO  harus
memenuhi beberapa persyaratan.
Misalnya, sudah mendapat penilaian
sebagai kebun kelas 1, kelas 2, dan kelas 3.
Penilaian ini sesuai dengan Permentan No.
7 Tahun 2009 tentang Pedoman Penilaian
Usaha Perkebunan.

Indonesian Sustainable Palm Oil
berbeda dengan Roundtable on
Sustainable Palm Oil (RSPO), ISPO
disusun berdasarkan peraturan
perundangan yang berlaku di Indonesia

dan berbagai terkait. Misalnya
Kementerian ~ Pertanian, Kementerian
Kehutanan, Kementerian  Lingkungan

Hidup, Kementerian Tenaga Kerja dan
Transmigrasi dan Badan Pertanahan
Nasional. Karena itu seluruh ketentuan di
dalam ISPO harus ditaati karena masing-

2 5 pasal 1 angka 3, Undang-Undang No. 32 Tahun
2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup.

masing ketentuan tersebut ada sanksinya”.
Tujuan dari sertifikasi ISPO ini menurut
Kementerian Pertanian adalah  untuk
mendorong usaha perkebunan kelapa sawit
memenuhi kewajibannya sesuai peraturan
perundang-undangan, melindungi,
mempromosikan usaha perkebunan kelapa
sawit berkelanjutan sesuai dengan tuntutan
pasar.?

Sertifikasi ISPO ini mendorong
pertumbuhan investasi dan pengembangan
Perusahaan perkebunan kelapa sawit di
Indonesia untuk mengimplementasikan
pengembangan usaha dan manajemennya
ke arah sistem yang berkelanjutan dan
berkesinambungan dalam jangka panjang.
Hal ini terlihat dari tujuan dan sasaran
pembentukan ISPO dalam menciptakan
perkebunan kelapa sawit yang
berkelanjutan dan berwawasan
lingkungan, yang berarti adalah kewajiban
Perusahaan untuk memperhatikan aspek-
aspek hukum, sosial, manajemen dan
lingkungan yang secara paralel akan
sangat berpengaruh terhadap investasi dan
produktifitas Perusahaan. Apabila
Perusahaan perkebunan telah menerapkan
prinsip dan kriteria ISPO ini dengan baik,
maka pasar dunia akan melirik Indonesia
sebagai penghasil CPO yang
mengedepankan prinsip-prinsip
pembangunan berkelanjutan dan
pembangunan berwawasan lingkungan.
Oleh  karena itu, secara langsung
pertumbuhan investasi di Indonesia akan
semakin baik dan kondusif dalam bidang
bisnis kelapa sawit.

Prinsip dan Kriteria ISPO

Dalam menjalankan  pekerjaannya,
ISPO memiliki beberapa prinsip dan
kriteria, yaitu sebagai berikut** :

3 pasal 2, Peraturan Menteri Pertanian No.

19/Permentan/OT.140/3/2011 tentang Pedoman
Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia
(Indonesian Sustainable Palm Qil — ISPO).

% Principle and criteria of ISPO , diakses dari
www.ispo.id pada tanggal 03 Jan 2015
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http://www.ispo.id/

1. System perizinan dan manajemen
perkebunan;

2. Penerapan pedoman teknis
budidaya dan pengolahan kelapa
sawit;

3. Pengelolaan  dan
lingkungan;

4. Tanggung jawab terhadap pekerja;

5. Tanggung jawab social dan

pemantauan

komunitas;

6. Pemberdayaan kegiatan ekonomi
masyarakat;

7. Peningkatan usaha secara

berkelanjutan.
ISPO Sebagai Wujud Rezim
Pemerintahan Indonesia Untuk
Mewujudkan Sawit Lestari 2010-2014.

Indonesian Sustainable Palm Oil intinya
menerapkan seluruh paket ketentuan
terkait yang berlaku di Indonesia , untuk
dipatuhi penerapannya dalam
pengembangan kelapa sawit. Oleh sebab
itu kepatuhan penerapannya bersifat
mandatory, artinya wajib, sehingga akan
dilakukan  penindakan  bagi  yang
melanggar. Sedangkan penerapan
Rountable Sustainable Palm Oil (RSPO)
atau lainnya bersifat voluntary, artinya
tidak mengikat. Penerapan ISPO ini cukup
strategis, dalam arti memberikan kejelasan
dan ketegasan Prinsip dan Kriteria yang
harus dianut pada pelaksanaan
pengembangan kelapa sawit di Indonesia,
sekaligus  menjadi  landasan  untuk
penegakan hukum bagi vyang tidak
mentaatinya®.

Sebagai sebuah negara salah satu
penghasil minyak kelapa sawit terbesar di
dunia, sudah sepatutnya Indonesia
memiliki peraturan perundangan undangan
dan kebijakan mengenai kelapa sawit.
Tentu saja kebijakan yang harus ada
adalah kebijakan yang hanya fokus pada
satu sector perkebunan saja, seperti

% gylistyanto, A. I., & Akyuwen, R. (2010). Dinamika
Produksi dan Ekspor Minyak Kelapa Sawit Indonesia.
yogyakarta: Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah
Mada

contohnya hanya berpusat pada sector
kelapa sawit saja. Didasari pada tuntutan
yang harus membuat pihak pemerintahan
dan stakeholder kelapa sawit untuk lebih
peduli dan memprioritaskan perkebunan
kelapa sawit untuk diterbitkan suatu
bentuk prinsip dan kriteria maupun
kebijakan kelapa sawit secara lestari atau
secara ramah lingkungan®.

Untuk memenuhi tuntutan
pembangunan berkelanjutan, Kementrian
Pertanian menyiapkan Sistem
Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit
Indonesia  Berkelanjutan.  Indonesian
Sustainable Palm Qil (ISPO) merupakan
“guidance” pembangunan kelapa sawit
berkelanjutan Indonesia yang didasarkan
pada peraturan perundangan yang berlaku
di Indonesia. Sehingga ketentuan ini
bersifat mandatory atau kewajiban yang
harus dilaksanakan bagi pelaku usaha
perkebunan  di  Indonesia.  Dengan
demikian, ISPO adalah bukti kepatuhan
pelaku usaha perkebunan untuk melakukan
usaha sesuai dengan ketentuan
perundangan yang berlaku di Indonesia.
Disamping itu juga sebagai komitmen
pelaku usaha  perkebunan untuk
menerapkan pembangunan kelapa sawit
berkelanjutan®’.

Dengan bertujuan untuk
meningkatkan produksi dan level produk
hasil olahan kelapa sawit Indonesia, juga
tuntutan global untuk menggunakan
sertifikasi pada perkebunan kelapa sawit,
atas dasar-dasar itulah pemerintah duduk
dan membahas mengenai pembentukan
sebuah sertifikasi terbaik untuk kelapa
sawit Indonesia. ISPO adalah sebuah
kebijakan baru bentukan dari
pemerintahan Indonesia dalam

% Indonesian Oil Palm Research Institute. (2006).
Tinjauan Ekonomi Kelapa Sawit. Medan.

2 Direktorat jenderal Perkebunan (Kementerian
Pertanian) Diakses Oktober 29, 2014, dari Direktorat
jenderal
Perkebunan:http://ditjenbun.deptan.go.id/index.php/com
ponent/content/article/36-news/204-wamentan-pimpin-
pertemuan-persiapan-uji-lapang-konsep-sertifikasi-
ispo.html
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menghadapi tuntutan global pada produk
produk kelapa sawit tersebut. Disusun
dalam sebuah pertemuan Road Map
Pembangunan Kelapa Sawit dan Road
Map Industri Pengolahan Minyak Sawit.

Pemerintah ~ berharap  dengan
hadirnya ISPO ini sebagai sebuah bentuk
baru perundang undangan mengenai
kelapa  sawit, diharapakan  setiap
pengusaha maupun stakeholder dalam
sektor tersebut menyambut baik dengan
hadirnya ISPO tersebut. Pemerintah
Indonesia sendiri juga menegaskan bahwa
kebijakan internasional seperti halnya
RSPO, tetap diijinkan untuk terus
dilaksanakan tetapi hanya bersifat tidak
wajib atau mandatory . Untuk itulah, para
pengusaha dan pemilik perkebunan kelapa
sawit Indonesia di wajibkan untuk
memiliki dan mengantongi sertifikasi dari
ISPO ini, maksimal sebelum tahun 2014
berakhir.?®

Simpulan

Industri minyak sawit memiliki multi
fungsi (multifunctionality) yang memberi
manfaat ganda bagi perekonomian
Indonesia maupun dunia  secara
keseluruhan. Manfaat ganda yang
dimaksud berupa manfaat ekonomi, sosial
dan lingkungan. Manfaat dari segi
ekonomi yang dimaksud bahwa industri
minyak sawit menghasilkan berbagai
produk bahan pangan, bahan energi dan
bahan baku industri,yang dibutuhkan baik
bagi Indonesia maupun masyarakat dunia.

untuk meningkatkan daya saing
ekspor sawit Indonesia, pemerintah
membuat sebuah  kebijakan  dengan
memberlakukan Indonesian Sustainable
Palm Oil (ISPO) kepada perusahaan-
perusahaan sawit di Indonesia. Pemerintah
Indonesia mengharapkan seluruh
perusahaan perkebunan kelapa sawit mau
bekerja sama untuk menjadikan sawit
Indonesia menjadi sawit yang ramah

% ibid

lingkungan (sustainable) dengan cara
mendapatkan sertifikasi ISPO.

Sertifikasi ISPO ini diharapkan
dapat mendorong pertumbuhan investasi

dan pengembangan Perusahaan
perkebunan kelapa sawit di Indonesia
untuk mengimplementasikan

pengembangan usaha dan manajemennya
ke arah sistem yang berkelanjutan dan
berkesinambungan dalam jangka panjang.
Hal ini terlihat dari tujuan dan sasaran
pembentukan ISPO dalam menciptakan
perkebunan kelapa sawit yang
berkelanjutan dan berwawasan
lingkungan, yang berarti adalah kewajiban
Perusahaan untuk memperhatikan aspek-
aspek hukum, sosial, manajemen dan
lingkungan yang secara paralel akan
sangat berpengaruh terhadap investasi dan
produktifitas Perusahaan. Apabila
Perusahaan perkebunan telah menerapkan
prinsip dan kriteria ISPO ini dengan baik,
maka pasar dunia akan melirik Indonesia
sebagai penghasil CPO yang
mengedepankan prinsip-prinsip
pembangunan berkelanjutan dan
pembangunan berwawasan lingkungan.
Oleh  karena itu, secara langsung
pertumbuhan investasi di Indonesia akan
semakin baik dan kondusif dalam bidang
bisnis kelapa sawit.
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